BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum para pemegang jaminan fidusia atas barang jaminan
yang sama tidak sama, oleh karena terhadap Kreditur I berkedudukan
sebagai kreditur separatis yang memiliki hak untuk dapat langsung
melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan
fidusia tanpa melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,
sedangkan terhadap Kreditur 1l, oleh karena perjanjian jaminan fidusianya
batal demi hukum, maka kedudukannya adalah sebagai kreditur konkuren
yang penyelesaian utangnya dilakukan setelah kewajiban terhadap kreditur
separatis diberikan.

2. Perlindungan hukum bagi kreditur separatis atas barang jaminan yang
sama adalah adanya jaminan pelunasan utang, baik melalui penjualan
objek jaminan fidusia, maupun harta pribadi dari debitor atas utang yang
belum terbayar. Sebagai upaya mendapatkan jaminan pelunasan tersebut,
maka dapat dilakukan melalui 2 (dua) upaya, yaitu upaya hukum non

yudisial dengan cara negosiasi dan atau mediasi antara para pihak, maupun
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melalui upaya hukum yudisial dengan cara kreditur mengajukan gugatan

Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri.

B. Saran
Adapun saran Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, perlu disosialisasikan kepada bank sebagai kreditur
dan juga Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang
Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Hal
tersebut perlu dilakukan agar adanya pelacakan objek jaminan fidusia yang
sudah terdaftar secara online, sehingga ketika adanya permohonan
pendaftaran jaminan fidusia, apabila objek jaminan fidusia terlacak sudah
terdaftar, maka secara otomatif, permohonan pendaftaran jaminan fidusia
dapat ditolak.

2. Kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, untuk diadakan diklat atau pelatihan
kepada petugas Kantor Pendaftaran Fidusia agar tercipta petugas Kantor
Pendaftaran Fidusia yang profesional dan berintegritas tinggi. Hal tersebut
diperlukan agar petugas Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki sifat
ketelitian dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga ketika ada
permohonan pendaftaran jaminan fidusia, petugas dengan sigap akan
melakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah objek jaminan fidusianya

sudah terdaftar atau belum.
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3. Kepada masyarakat, perlu diberikan edukasi yang diberikan oleh
pemerintah terkait dengan jaminan fidusia, khususnya berkaitan dengan
fidusia ulang. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat yang ingin
melakukan fidusia ulang dapat mengetahui kewajibannya untuk terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari kreditur pertama,
sehingga mencegah terjadinya konflik perebutan objek jaminan fidusia

antar kreditur.
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